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KATA PENGANTAR

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan

karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Aspek Hukum
Bisnis” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini
dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasannya
bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum
Bisnis.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai
bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami

September, 2020
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BAB 1
PENGERTIAN HUKUM

Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

A. PENDAHULUAN

Untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang studi ilmu hukum
sebagai suatu ilmu pengetahuan, para mahasiswa/mahasiswi yang
mengkhususkan diri untuk mengkaji ilmu hukum di Program Studi limu
Hukum, diharapkan untuk benar-benar memahami konsep dasar, dan
pengertian dari hukum. Jika telah mengerti dan memahami pengertian
dari hukum, maka akan lebih mudah untuk memahami hal-hal terkait
hukum lainnya pada pembahasan materi-materi berikutnya.

Siapapun yang ingin belajar dan menekuni studi ilmu hukum, maka
seyogianya terlebih dahulu memahami pengertian dari hukum, sebab
tanpa memahami dan menguasai dengan benar hal tersebut, maka akan
banyak kesulitan yang ditemui ketika mengadakan studi lanjutan perihal
materi hukum yang lain, misalnya bagaimana memahami sifat-sifat dari
hukum, jika tidak memahami pengertian dari hukum itu sendiri maka akan
menemui kesulitan dalam memahami sifat-sifat dari hukum tersebut.

Pada bab ini diharapkan para mahasiswa/mahasiswi dapat
mempelajari dan memahami seluruh materi pada Bab | ini sebelum
dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok dalam



BAB 2
PERIKATAN DAN PERJANIJIAN

Ika Atikah, S.H.l., M.H.
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

A. PENDAHULUAN

Istilah perikatan bukan hal baru dalam transaksi perdagangan yang
dilakukan oleh para pihak dalam dunia bisnis. Perikatan merupakan bagian
dari perjanjian atau istilah lainnya adalah kontrak. Perikatan sendiri diatur
dalam KUHPerdata. Eksistensi KUHPerdata/Burgerliik Wetboek (BW)
mengatur hukum tentang perikatan/verbintenissenrecht. KUHPerdata
Indonesia mengatur tentang perjanjian yang ditimbulkan dari perikatan
dengan berbagai jenis perikatan/perjanjian yang dalam praktiknya
dilakukan oleh para pihak untuk mengikatkan diri dalam sebuah kontrak.
Oleh karena itu, penulis akan memberikan penjelasan tentang perikatan
dan perjanjian secara rinci yang berasaskan pada KUHPerdata.

B. RUANG LINGKUP PERIKATAN DAN PERJANIJIAN
1. Pengertian Perikatan

Hukum perikatan disebut dengan “verbintenis” dalam bahasa Belanda.
Pengaturan hukum perikatan terdapat dalam buku 3 KUHPerdata adalah
sebagai berikut :



BAB 3

ASPEK HUKUM BISNIS
BENTUK-BENTUK
BADAN USAHA

Setiyo Utomo, S.H., M.Kn
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tentunya masyarakat akan
membentuk berbagai macam  bentuk usaha. Bentuk usaha yang
dijalankan oleh masyarakat secara umum ada yang dalam bentuk usaha
perorangan namun adapula yang berbentuk bentuk badan usaha. Kegiatan
ekonomi yang dilakukan pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan
suatu penghasilan baik dalam skala kecil maupun skala besar,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono yang menyatakan
bahwa usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan,
sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan
perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus menerus, secara
terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan (Sri Redjeki
Hartono,2000).



BAB 4
PERSEROAN TERBATAS

Arvita Hastarini, S.H., M.Kn
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

A. PENDAHULUAN

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan dalam bidang
ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk
memperoleh keuntungan atau laba. Ada beberapa bentuk usaha pada
badan usaha yang dapat diketahui melalui Akta Pendirian Usaha tersebut
atau melalui perizinan seperti pada Perusahaan Perorangan, sehingga
tidak semua badan usaha atau perusahaan itu berbentuk badan hukum
sebagaimana yang telah kita pahami dalam hukum dagang.

Badan hukum adalah salah satu dari Subyek Hukum, I[Imu hukum
mengenal ada dua macam subjek hukum (recht subject), yaitu Pribadi
(perorangan) dan Badan Hukum. Pada umumnya subjek hukum diartikan
sebagai pendukung hak dan kewajiban. Orang pribadi atau manusia
dikatakan sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan sampai dengan
meninggal dunia. Badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak
disahkannya badan hukum tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan
sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak dan kewajiban serta



BAB 5
ASURANSI (INSURANCE)

Irwan Moridu, S.E., M.M
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

A. PENDAHULUAN

Pentingnya asuransi harus kita pahami sejak dini, dikarenakan asuransi
adalah salah satu hal yang mungkin akan membantu hidup seseorang jika
seseorang mengalami suatu masalah. Bahkan di saat ini, seseorang dapat
dengan sangat mudah menemukan berbagai jenis — jenis asuransi yang
dapat menawarkan berbagai manfaat yang dapat kita pilih. Seperti
asuransi untuk mengcover masalah kesehatan adalah salah satu fungsi
penting asuransi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Asuransi juga dapat
meminimalkan kerugian, yang artinya seseorang mungkin sadar akan
pentingnya asuransi untuk mengurangi kemungkinan untuk mengeluarkan
banyak uang di kemudian hari jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan,
serta berbagai jenis asuransi lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh
seseorang untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang.

B. DEFINISI ASURANSI

Peransuransian merupakan istilah dalam bidang hukum yang biasanya
dipakai di dalam perundang-undangan serta Perusahaan Asuransi. Istilah
perasuransian ini merupakan berasal dari kata “asuransi” yang artinya

\



BAB 6
SURAT BERHARGA

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H. M.H
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pada bagian buku ini akan dibahas terkait dengan surat berharga,
yakni selembar kertas yang dalam perdagangan sering dipergunakan oleh
para pihak yang bertransaksi sebagai alat bayar pengganti uang baik
secara kontan maupun kredit. Penggunaan surat berharga dianggap cukup
efektif karena bersifat praktis dan aman, bersifat praktis, karena dalam
setiap transaksi yang dilakukan, para pihak tidak perlu membawa uang
tunai yang terkadang dalam jumlah besar. Apalagi uang berharga dinilai
bersifat aman, karena penggunaan surat berharga hanya dapat dipakai
oleh pihak yang memang berhak atas surat berharga tersebut.

Pemikiran masyarakat umum sering beranggapan bahwa setiap surat
yang dapat dinilai atau ditukar dengan uang, itulah yang disebutkan
dengan surat berharga. Misalnya selembar ijazah atau sertifikat tanah
yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah uang,
maka baik ijazah maupun sertifikat dianggap sebagai surat berharga.
padahal makna surat berharga sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD), maupun yang di luar kitab tersebut
sebagai akibat dari berkembang perdagangan bukanlah demikian,



BAB 7
INVESTASI

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis ataupun sebuah usaha baik individu maupun kelompok
tidak lepas dari pihak-pihak yang terkait dalam bidang usaha yang telah
dilakukan atau digeluti. Seseorang dalam menjalankan usahanya juga tidak
dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun tanpa melibatkan
orang lain, sebab manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial di
mana manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, begitupun dengan
dunia usaha atau bisnis. Selain itu Indonesia merupakan Negara
berkembang yang akan berpotensi menjadi Negara maju, tak dapat
dipungkiri banyak Negara-negara tetangga melirik pasar di Indonesia guna
menjadi tempat mereka berinvestasi. Banyaknya sumber daya alam yang
terdapat di Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia
untuk mempromosikan negaranya. Para Investor yang kaya banyak yang
berinvestasi di Indonesia karena sumber daya alamnya terebut sebagai
daya tarik. Investasi sangatlah penting untuk pertumbuhan ekonomi
Indonesia sebab dapat meningkatkan kesejahteraan serta kehidupan
masyarakatnya.



BAB 8

LEMBAGA PEMBIAYAAN
KONSEP DAN RUANG
LINGKUPNYA

Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi pada barang dan jasa di era
globalisasi yang semakin kompleks telah menciptakan sistem permodalan
dalam sebuah Lembaga Keuangan. Berdirinya Lembaga Pembiayaan yang
merupakan salah satu Lembaga keuangan Non bank, memberikan
konstribusi dan andil yang besar dalam pembangunan ekonomi
masyarakat, khususnya dalam permodalan. Eksistensi Lembaga
Pembiayaan sangat dibutuhkan di masyarakat, karena memiliki peran yang
cukup penting sebagai sumber pembiayaan alternatif dalam pertumbuhan
ekonomi nasional.

Secara historical ketentuan yang mengatur Lembaga Pembiayaan,
pertama kali dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20
Desember 1988 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang



BAB 9
LEMBAGA PERBANKAN
(HUKUM PERBANKAN)

Sulaiman, S.H., M.H.
Universitas Borneo Tarakan

A. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai
strategis di dalam suatu perekonomian negara. Lembaga tersebut
dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan
dana dan pihak yang kekurangan dana.(Muhammad Djumahana, 2013)
Perkembangan lembaga Perbankan yang sarat dengan resiko, selanjutnya
Pemerintah untuk dapat melakukan penyempurnaan berbagai regulasi
dengan tujuan menciptakan kondisi individual bank yang handal dan
sistem perbankan yang sehat, efisien dan kompetitif serta terhindarnya
perbankan nasional dari system risk. Salah satu penyempurnaan
pengaturan kehati-hatian prudential, regulation mutlak dilakukan dengan
memperhatikan standar—standar internasional yang berlaku. Karena Hal
ini didasarkan pada risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian
kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan di bidang kredit
dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha
bank sendiri. Bahwa filosofi bank merupakan lembaga kepercayaan yang



BAB 10
KEPAILITAN

Agus Suyatno, S.Pd., M.M.
Universitas Duta Bangsa Surakarta

A. PENGERTIAN KEPAILITAN

Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana
yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt)
yaitu seluruh harta dari kekayaan Undang-undang menjadi jaminan untuk
seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh
kekayaan Undang-undang untuk kepentingan Kreditor secara bersama-
sama Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta
kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna
pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar
menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing.

Pengertian atau definisi kepailitan yang terdapat dalam Pasal 1 angka
1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU-KPKPU)
adalah sita umum atas semua kekayaan Undang-undang pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang
ini.



BAB 11
WARALABA (FRANCHISE)

Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

A. PENDAHULUAN
1. Waralaba Sebagai Alternatif Memulai dan Pengembangan Usaha

Sebagai sebuah sistem, pengembangan usaha franchise atau
waralaba sangat populer di Indonesia sudah lebih dari tigapuluh tahunan
yang lalu namun demikian sampai sekarang sistem usaha waralaba ini
masih menjadi tren dan diminati oleh para pelaku usaha. Tren bisnis
waralaba yang saat ini diminati pasar adalah food and beverage, banyak
bermunculan gerai-gerai kuliner dengan produk terbaru baik dari luar
maupun dalam negeri. Namun demikian selain kuliner usaha jasa dan
perdagangan seperti pendidikan, klinik kecantikan, salon modern, spa dan
reflexology, bioskop, apotek, minimarket juga menjadi incaran para
investor.

Bagi para pelaku usaha baru atau yang ingin melakukan ekspansi
usaha sistem pengembangan usaha waralaba, dapat menjadi alternatif
dan dianggap sebagai win-win solution baik bagi pemberi waralaba
maupun bagi penerima waralaba. Bagi Pemberi waralaba akan
memberikan keuntungan karena dapat mendelegasikan risiko investasi
sekaligus dapat melakukan ekspansi usaha dengan cepat tanpa harus
mengeluarkan modal karena modal sudah disediakan oleh penerima



BAB 12
HAK-HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Asma Karim, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Dinamika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilihat dari
berkembangnya Informasi & Teknologi, yang kian hari kian pesat. Negara-
negara dengan Teknologi maju telah menjadikan HKI sebagai tulang
punggung dalam membangun perekonomian negara. Walaupun belum
termasuk negara dengan teknologi maju Indonesia termasuk yang sangat
masif menggaungkan perlindungan HKI. Hal tersebut terbukti dengan
diratifikasinya berbagai Agreement Internasional yang kemudian
diharmonisasi dalam peraturan HKI Nasional. Adanya payung Hukum HKI
tersebut menjadi alasan bagi Pemerintah terus melakukan diseminasi,
sosialisasi di berbagai kalangan masyarakat untuk terus berkarya dan
berinovasi, terutama masyarakat Perguruan Tinggi dengan menjadikan HKI
sebagai salah satu Mata Kuliah. HKI termasuk Mata Kuliah yang cukup luas
ruang lingkupnya. Secara garis besar materi diawali dengan Konsep Dasar
Hak Kekayaan Intelektual secara umum, yang kemudian dilanjutkan
dengan Materi HKI yang lebih spesifik yaitu, Hak Cipta, Merek, Indikasi



BAB 13
MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT

Muh. Arafah, M.E.
IAIN Bone

A. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian, setiap pelaku usaha sejatinya berusaha mencari
keuntungan. Salah satu tindakan yang biasa dilakukan bagi para pelaku
usaha dalam rangka memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara
membentuk jaringan dan perikatan dengan sesama pelaku usaha. Aksi
korporasi pada dasarnya adalah bagian dalam pengembangan kegiatan
usaha yang dilakukan bagi para pelaku usaha untuk memperkuat
dominasinya. Istilah aksi korporasi merujuk pada tindakan pelaku usaha
dalam hal ini badan usaha korporasi untuk bergabung dengan korporasi
lainnya atau membentuk korporasi baru yang lebih besar atau justru
mengambil alih badan usaha lainnya (Manalu, 2019)

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk membeli atau menjual
barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak”, serta
“bagaimana cara” produksi, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar.
Sejalan dengan hal itu, tidak jarang para pelaku usaha melakukan
kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa



BAB 14
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin modern membuat
interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhannya semakin beragam dan
kompleks. Kompleksitas dimaksud menandai era globalisasi di mana hal
itu berdampak pada tingginya intensitas pemenuhan kebutuhan manusia
di seluruh dunia yang melewati batas-batas negara secara cepat dan
terpercaya. Peran kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
mempercepat arus hubungan perdagangan tersebut, baik berupa
penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan
menggunakan media elektronik internet. Begitupun juga dengan arus
transaksi yang dapat dilakukan secara cepat dengan menggunakan
elektronik.

Perniagaan barang dan jasa hampir tidak lagi mengenal batas-batas
negara. Era perdagangan bebas menjadi peluang sekaligus tantangan yang
tak terelakan. Pada titik ini, Francis Fukuyama mengatakan “Di era
globalisasi, ketika batas-batas suatu negara akan menjadi kabur, di satu
pihak keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian
internasional akan semakin erat”. (Francis Fukuyama, 2004) Pada kondis



BAB 15
PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS

Dwi Alfianto, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

A. PENDAHULUAN

Istilah sengketa berawal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu dispute,
sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah geeding atau
process. Sementara itu, penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada
kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah
sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah
tersebut sering digunakan oleh para ahli. Richard L. Abel menggunakan
istilah sengketa, sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. rubin, serta Nader
dan Todd menggunakan istilah konflik. Pengertian sengketa atau konflik
dijelaskan sebagai berikut ini. Richard L. Abel mengartikan sengketa
(dispute) adalah :

“Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent
claim) terhadap sesuatu yang bernilai”.

Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokan atau
ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang
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